BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMORAOS TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) mengusulkan pejabat di
Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa
Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat
sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun
Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 880;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91});
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024
Nomor 104);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor
682);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;
Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

ol T~

menyiapkan Anggaran Kas;

menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D);
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
daerah;
membantu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang
ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daerah;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

j- melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

1.  melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan  anggaran kas dilakukan dengan
mengimpun dan menguji anggaran kas yang disusun
Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Bupati;

Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagai Kuasa

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;;

Honorarium atas pelimpahan wewenang kepada pejabat

untuk menandatangani SP2D berdasarkan jumlah

penandatangan SP2D;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 39 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa,;

2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
;405 Tahun 2025
;94 Desember 2025

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO PENGELOLA KEUANGAN NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN
1 2 3 4 5
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN
LIONAL, S.Sos PENATA Tk.I/ VERIFIKASI BELANJA DAERRAH BADAN
L. | WARs BENDAHARS UMUM DAERAE | 1op 1e880802 961464 1 061 (I11/d) PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG,




